PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali dan
melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara
Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah
mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui
surat Gubernur nomor : 188.342/2623/X/2008 tanggal 21
Agustus 2008, sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan
pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
| Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

5. tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Menetapkan

dan
BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok tugas atau kegiatan
yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka
mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

BAB |l

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim.

BAB il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan yang membantu
DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara
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teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas  menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal
4 Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;

a o o

Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD ;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum, membawahi:
1. Sub Bagian Rapat;
2. Sub Bagian Risalah;
3. Sub Bagian Produk Hukum.

c. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
2. Sub Bagian Akuntansi;
3. Sub Bagian Aset.

d. Bagian Umum, membawabhi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Humas dan Protokol ;
3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perbekalan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, merupakan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

(1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
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fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

(4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.

(5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Sekretaris DPRD memimpin dan bertanggungjawab atas tugas
dan fungsi organisasi perangkat Daerah yang dipimpinnya ;

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dan kelompok Jabatan fungsional di Lingkungan Sekretariat
DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah
daerah sesuai dengan tugas masing-masing ;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat
DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta mengambil
langkah-langkah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi bawahannya;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat
DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
secara berjenjang.

(5) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan

BAB VI
ESELONISASI
Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

1. Eselon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
eselon Il.b ;

2. Eselon Kepala Bagian adalah lll.a ;
3. Eselon kepala Sub Bagian adalah IV .a.



BAB Vil
PENUTUP
Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta hal-hal
yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 35), dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di  Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di  Muara Enim
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 23 SeriD



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN LAMPIRAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA
ENIM
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL
SEKRETARIS
| |
KELOMPOK BAGI/AN BAGI/AN BAGIAN
JABATAN KEUANGAN, PERENCANAAN RAPAT, RISALAH DAN UMUM
FUNGSIONAL DAN ASET PRODUK HUKUM
| | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
— PERENCANAAN DAN || RAPAT - TATA USAHA DAN
ANGGARAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
— AKUNTANS! — RISALAH — HUMAS DAN PROTOKOL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
T ASET ] PRODUK HUKUM L | RUMAH TANGGA DAN
PERBEKALAN

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP
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